'SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 5 TAHUN
2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA
BANDUNG NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7),
Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (7), Pasal 17 ayat (6),
Pasal 22 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor
06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administraif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung, telah diterbitkan Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 5 Tahun 2023 Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung, namun dalam perkembangannya untuk
menunjang kinerja DPRD dan optimalisasi pelaksanaan
tugas maka Peraturan Wali Kota termaksud perlu
diubah;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung;



Mengingat
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1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17
Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang
Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-Kota Kecil di
Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 551);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6847);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017
Nomor 6);

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 876 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Berita Daerah
Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 53);



Menetapkan:
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14. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2023
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 06 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Berita Daerah
Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

PERATURAN  WALI KOTA  TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor S5 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Bandung (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023
Nomor 5) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas,
fungsi dan wewenang DPRD dilaksanakan di dalam
provinsi, di luar provinsi dan luar negeri.

(2) Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan berdasarkan undangan resmi
dari negara yang akan dikunjungi.

(3) Alokasi perjalanan dinas studi banding alat kelengkapan
DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRD, 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;

b. Badan Musyawarah, 6 (enam) kali dalam 1 (satu)
tahun;

c. Badan Kehormatan, 6 (enam) kali dalam 1 (satu)
tahun,;

d. Badan Anggaran, 10 (sepuluh) kali dalam 1 (satu)

tahun;
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e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, 6 (enam) kali
dalam 1 (satu) tahun;

f. Komisi, masing-masing 6 (enam) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

g. Panitia Khusus, 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) kegiatan.

(4) Alokasi perjalanan dinas konsultasi alat kelengkapan

(5)

(6)

(7)

(8)

DPRD per tahun yaitu sebagai berikut:

a. Pimpinan DPRD, paling banyak 4 (empat) kali dalam
1 (satu) tahun;

b. Badan Musyawarah, paling banyak 4 (empat) kali
dalam 1 (satu) tahun;

c. Badan Kehormatan, paling banyak 4 (empat) kali
dalam 1 (satu) tahun;

d. Badan Anggaran, paling banyak 15 (lima belas) kali
dalam 1 (satu) tahun;

e. Badan Pembentukan Peraturan Daerah, paling
banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun;

f. Komisi, paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu)
tahun; dan

g. Panitia Khusus, paling banyak 5 (lima) kali dalam 1
(satu) kegiatan.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan

perjalanan dinas keluar Provinsi Jawa Barat

mendapatkan uang harian dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wali Kota,;

b. Wakil Ketua DPRD disetarakan dengan standar Wakil
Wali Kota; dan

c. Anggota DPRD disetarakan dengan standar Eselon II
b.

Perjalanan dinas luar daerah dibayarkan secara

lumpsum dengan mengacu kepada Satuan Standar

Harga.

Alokasi perjalanan dinas dalam rangka dukungan

kegiatan pemerintah dan kemasyarakatan, sesuai

dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan

DPRD paling banyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

Kegiatan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada

ayat (7) paling banyak 3 (tiga) hari kalender.



Pasal 11
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD:.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.
DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP. 19760604 200604 1 002



